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KATA PENGANTAR
KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI)

Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah
berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Sefiap tahun Asosiasi Sekolah
Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan
universitas dan beberapa pihak terkait. pada November 2016, seminar nasional telah berhasil
diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai fuan rumah dan
Perhepi.

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa — Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan
desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun
inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu
tersebut sangatrelevan untuk dibahas. Ketimpangan wilayah - yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketmpangan
desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang
berarti.

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota
yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan dalam analisis, seperti sektor pertanian dan
pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini
menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai
media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah.
Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong knowledge production sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia
dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang
terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan
pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar,
PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar
Nasional ini.

Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD



KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PERHEPI

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI
Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang
dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program
Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan
Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para
akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek iimu
lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa (rural
development) dan pembangunan kota (urban development) telah terlalu dibuat demikian
eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan
pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri
maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat
semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi
atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan
model pembangunan sepert ini.

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah
perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu
dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut Seminar Nasional yang telah
menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai
tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah
sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat
bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di
Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebarluasan hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya
dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri
maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam
upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada
khususnya.

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang
telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program
Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEP| Komda Padang. Terimakasih yang sebesar-besarnya
juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada
seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.

Dr. Bayu Krisnamurthi



TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA:
CATATAN DARI PENYUNTING

Hingga saat ini, permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih
berkutat disekitar masalah yang dilematik antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi, diatas 5% per tahunnya, sementara walau memang menurut catatan
BPS tahun 2017 penurunan kemiskinan telah cukup besar (sekitar 2,5 jt orang per tahun), jumlah penduduk miskin (baik
di perkotaaan maupun perdesaan) ternyata juga masih cukup besar, sebanyak 27.76 juta orang. Sejogyanya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Data terakhir
dari BPS mencatat bahwa selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat
kesenjangan, dengan ditandai oleh menurunnya Gini ratio sebesar 0.01 poin.

Diskursus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antara desa dan kota juga telah menjadi sorotan bagi para
pengamat pembangunan. Sehingga dalam satu dekade terakhir ini, konsepsi pembangunan di Indonesia juga mulai
diarahkan kepada konsepsi pembangunan yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup orang-orang ataupun
wilayah yang selama ini relatif tertinggalkan. Sejumlah strategi dan pendekatan telah banyak dilakukan baik pada tingkat
mikro dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan sosial dan perlindungan lainnya, maupun
dukungan kebijakan makro yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan, pertanian, ataupun sektor hulu
lainnya yang berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan sektor hilirmya.

Seminar Nasional ini telah berupaya mengangkat permasalahan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan
desa dan kota selama ini, dengan mengajak peneliti dari berbagai aspek bidang ilmu; sosial, ekonomi, sain dan
teknologi untuk bersama menemukan pokok-pokok pemikiran dalam membangun desa dan kota secara inklusif dan
terintegrasi. Lebih dari 90 makalah yang tercakup dalam 6 tema utama telah dibahas dalam seminar ini, termasuk juga
makalah dari para pembicara panel. Pembahasan makalah mencakup kajian terhadap aspek perencanaan
pembangunan dalam arti luas, mulai dari kajian terhadap perencanaan program pembangunan itu sendiri maupun kajian
atau evaluasi dari implementasi ataupun dampak dari proses pembangunannya.

Konsep-konsep dasar pemikiran tentang perencanaan pembangunan telah digarisbawahi oleh para pembicara
panel yang diundang dalam Seminar ini. Secara umum panelis menyoroti bahwa paradigma pembangunan inklusif
harus dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan di perdesaan dan
perkotaan. Berbagai pengalaman panelis di wilayah studinya masing-masing telah mengungkapkan fakta empirik bahwa
perencanaan pembangunan yang lebih mengikutsertakan peran pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan akan
menghasilkan pembangunan yang lebih baik.

Sementara dari sejumlah makalah yang tercakup dalam 6 (enam) tema utama seminar ini, secara umum dapat
diberi catatan sebagai berikut:

Tema A: Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Industri Kreatif

Sebanyak 19 (sembilan belas) makalah yang telah dibahas dalam tema ini, pada umumnya mengungkap
berbagai fakta empirik tentang berbagai potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan yang tentu saja menjadi
produk konsumsi masyarakat perkotaan, seperti objek kawasan wisata baru, industri-industri pengolahan hasil pertanian
dan kerajinan lokal, bahkan karya-karya seni masyarakat perdesaan.

Sejumlah model pendekatan perencanaan pengembangan kawasan wisata telah diungkap oleh para
penulisnya, mulai dengan konsepsi kajian SWOT, pemanfaatan analisa spatial serta juga pelibatan partisipasi
masyarakat. Secara umum, para penelii pada dasarnya melihat bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor
utama yang harus diperhatikan dalam setiap langkah kegiatan pengembangan di sektor ini, terutama sekali dimulai
dalam tahap kegiatan perencanaan pengembangan itu sendiri. Sementara peran pihak luar, terutama pemerintah
diharapkan dapat memfasilitasi pemikiran dan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal ini, baik yang bersifat fisik
maupun non-fisik.

Tema B: Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Lahan merupakan faktor utama dan bagian fterpenting dari pengembangan pembangunan pertanian.
Perencanaan dan pengembangan lahan sangat diperlukan karena keterbatasan sumberdaya lahan serta semakin
besarnya kepentingan penggunaan lahan, tidak hanya bagi aktivitas pertanian tetapi juga akfvitas-aktivitas ekonomi
lainnya di luar sektor pertanian. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang
harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Aspek-aspek perencanaan dan pengembangan lahan yang berkelanjutan



perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam, untuk mendapatkan kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan
pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sepuluh makalah dalam tema ini, pembahasan makalahnya mencakup masalah upaya pemanfaatan lahan
dan analisis kebutuhan lahan pertanian, diversifikasi penggunaan lahan serta konservasi lahan, sumberdaya manusia
dan kesiapan masyarakat dalam penggunaan lahan, bencana alam yang berhubungan dengan penggunaan lahan, serta
perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang dikaitkan dengan pengembangan agroindustri. Dari berbagai
topik dari makalah-makalah tersebut, sebagian besar telah menyinggung tentang perencanaan dan pengembangan
lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya konkrit yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut belum terlalu
dibahas. Masalah kesesuai penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah belum banyak disinggung dalam
makalah yang ada.

Beberapa point penting yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain:
pemetaan lahan pertanian yang berkelanjutan antar daerah, kajian evaluasi dan efekfifitas kebijakan pengembangan
lahan yang ada dihubungkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Perencanaan dan pengembangan
lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pembiayaan yang berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian
yang berkelanjutan, serta berbagai topic yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang
berkelanjutan.

Tema C: Perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman

Perkembangan kota di pinggiran pantai berpengaruh sangat besar terhadap kawasan pesisir dan kemaritiman,
terutama terjadinya modifikasi dan rusaknya ekosistim pantai dan kemariiman. Hal lain bahwa adanya kecenderungan
tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih rendah dan rendahnya sumberdaya manusia di kawasan ini,
dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kondisi fisik kawasan pesisir. Perhatian khusus dalam perencanaan
dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritman dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tercipta pembangunan
yang mampu menjaga kelestarian alam pesisir secara berkelanjutan.

Makalah yang dipresentasikan dalam tema ini mencakup beberapa kajian seperti, kajian daya dukung lahan di
kawasan pesisir, kajian pengembangan konsepsi agribisnis minapolitan, kajian pola penggunaan lahan di kawasan
pesisir, serta kajian place-based management yang bersifat eco-region dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Dari
kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak sisi kajian empirik tentang pengelolaan lahan di kawasan pesisir
yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tema D: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Masalah degradasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan telah menjadi sorotan para pemakalah
seminar ini, terutama yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan pertanian, bencana alam, longsor, serta
masalah lingkungan perumahan dan pemukiman. Walaupun dalam setiap aspek pembangunan selalu ada kajian
AMDAL-nya, tetapi pada kenyataannya masih banyak fakta empirik dari kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun
pengembangan wilayah yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungn dan keberlanjutan sumberdaya alam
yang ada di wilayah tersebut.

Para penulis makalah dalam tema ini pada umumnya telah mengekspos perkembangan baru dalam
pengembangan wilayah dimana keferlibatan masyarakat lokal telah dijadikan faktor penting dalam setiap perencanaan
pembangunan. Sisi inklusif dalam pelibatan masyarakat yang selama ini terpinggirkan telah mulai banyak dikembangkan
di berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan, seperti yang telah
disampaikan oleh banyak pemakalah antara lain dalam pengelolaan sampah, pengembangan kawasan wisata,
pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan lainnya.

Tema E: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang melipui pembinaan dan
penyelenggaraan perumahan, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan penurunan kualitas dan upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan
itu, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman fidak bisa terlepas dari persoalan penyediaan tanah (lahan),
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta keterlibatan peran masyarakat berdasarkan sosial budayanya. Perumahan
dan kawasan permukiman direncanakan dan diselenggarakan guna mendapat kepastian hukum, mendukung penataan
ruang dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam berwawasan lingkungan,
memberdayakan pemangku kepentingan (stakeholders), menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta
menjamin mutu rumah agar layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi, teratur, terpadu dan
berkelanjutan.
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Para penulis makalah yang dipresentasikan dalam tema ini telah menyajikan beberapa pemikiran, hasil studi
literatur dan penelitian, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan terkait perumahan dan
permukiman yang dimplementasi di daerah, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan, terutama pada era
desentralisasi. Diskusi yang menarik diantaranya adalah ketika kebijakan dan program pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman ternyata belum maksimal memenuhi unsur pemberdayaan stakeholders dan pelibatan
masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran penggunaan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan.
Sejauh mana kebijakan pembangunan perumahan dengan pola vertikal karena keterbatasan jumlah lahan
perumahan,sesungguhnya telah menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur
dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah
juga telah membangun perumahan dan kawasan permukiman baru, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa
kasus pembangunan perumahan dan permukiman di kota besar dan menengah yang berdampak pada terbentuknya
kawasan kumuh, telah memberikan pembelajaran bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan dan
kawasan permukiman memerlukan pelibatan masyarakat sejak perencanaan awalnya.

Selain itu, kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu direvitalisasi melalui
pemberdayaan strukfur lembaga dan stakeholders, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan
kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak berakibat kepada penurunan kenyamaan dan kualitas hidup
penghuni kawasan. Peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang wilayah diimplementasi melalui proses perizinan
mendirikan bangunan, membangun perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan lintas sektor dan organisasi
/ unit pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal itu tentu saja perlu dimulai dengan menata ruang
wilayah, yang mencakup merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah di tingkat pusat, daerah dan
lokaldengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tema ini juga mendiskusikan beberapa persoalan pembangunan sebagai dampak dari pembangunan kawasan
komersial di lingkungan perguruan tinggi negeri yang berstatus kampus pemerintah, pertumbuhan perumahan dan
kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, serta evaluasi program bedah rumah untuk MBR. Selain
itu, juga dibahas tentang konsepgreen development sebagai solusi permasalahan perkotaan untuk mengurangi dampak
negatif pembangunan terhadap lingkungan melalui keterpaduan strategi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan
pembangunan sosial yang melibatkan semuaaktor kunci pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan
perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang ideal, diperlukan koordinasi yang baik dan
terpelihara dalam paradigma perencanaan partisipatif berbasis rasionalitas komunikatif (communicative rationality)agar
tercapai pemahaman yang sama antarpelaku dan aktor kunci pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah,
masyarakat, serta pelaku bisnis.

Sesuai tema pokok seminar nasional “Perencanaan dan Pembangunan Inklusif Desa-Kota”, makalah dan
diskusi dalam sub tema “Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman” telah mampu mengisi dengan
beberapa pemikiran dan solusi terkait sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan perumahan dan
kawasan permukiman di desa dan kota. UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengatur bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan safu kesatuan yang utuh dari rencana
pembangunan tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan
perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Oleh
sebab itu perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman selalu mengikuti dinamika penghuninya.

Tema F: Kemiskinan dan Ketimpangan

Dari makalah yang dikelompok kedalam Tema F ini tidak semua berkaitan dengan isu kemiskinan dan
ketmpangan. Sebagaian besar makalah lebih berkaitan dengan isu pembangunan wilayah. Kajian kemiskinan
berdasarkan artikel yang masuk didapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan disuatu wilayah
yaitu, (a) pembangunan infrastruktur, (b) pendapatan regional, dan (c) Jumlah penduduk

Satu makalah secara khusus membahas tentang kerangka penetapan rumah tangga Miskin oleh BPS, yang
selama ini belum memasukkan varibel ekonomi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Sementara
beberapa yang lainnya mengkaji beberapa masalah seperti masalah waktu luang dalam rumah tangga, karakterisasi
kemiskinan berdasar kawasan, kajian ketimpangan yang berkaitan dengan indikator demokrasi di seluruh provinsi di
Indonesia, serta kajian hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan. Apabila diperhatikan lebih lanjut,
sejauh ini kajian mengenai ketimpangan belum memasukan bahasan mengenai pengaruh sektor industri, jasa dan
perdagangan dalam melihat ketimpangan antar wilayah.

Sebagai penutup, seluruh makalah, baik dari panelis dan juga seluruh tema yang telah dikompilasi dalam buku
proseeding ini, setidaknya telah menghasilkan dua hal pokok yang sangat berarti bagi pengembangan praktis dan
konseptual lebih lanjut, yang menjadi tantangan imu perencanaan dalam pembangunan khususnya. Secara konseptual,
pembangunan inklusif setidaknya menuntut pendekatan yang lebih humanistik, yang secara khusus harus lebih dapat
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mentransformasi manusia dan masyarakat lebih awal sebelum adanya perubahan atau transformasi fisikal yang justru
akan merubah kondisi masyarakat ke arah yang tidak diharapkan. Untuk itu, konsepsi ilmu perencanaan ke depan
semakin membufuhkan keterpaduan keilmuan yang lebih komprehensif, terutama dengan bidang ilmu sosial dan
kemasyarakatan. Secara praktis, kerangka-kerangka metodologi dan pendekatan praktis yang biasa dipakai dalam ilmu-
ilmu sosial dan kemasyarakatan harus semakin dapat dipadukan dengan model-model teknis perencanaan yang saat ini
juga sedang berkembang. Sejumlah makalah telah mulai mengekspor kerangka praktis ini, namun masih harus terus
dapat disempurnakan dan dikembangkan. Selanjutnya, pada sisi yang lain, seminar ini juga mencoba menggiring
pemikiran bahwa konteks pembangunan desa dan kofa, tidak lagi harus dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat
keterpaduannya untuk dapat berkembang dan bertransformasi bersama.

Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali kepada seluruh panelis dan pemakalah Seminar Nasional ini
yang telah melengkapi dan menyempurnakan seluruh makalahnya sesuai dengan format penerbitan proseeding ini.
Semoga seluruh hasil karya dan pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
para akademisi, birokrat dan praktisi perencanaan dan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

Padang, Juni 2017

Tim Penyunting
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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan apakah menurunnya ketimpangan pendapatan mendorong
stabilitas demokrasi di Indonesia? Metode penelitian menggunakan spesifikasi estimasi panel data dinamis yang
mengikuti prosedur estimasi generalized method of moments (GMM) untuk linear autoregressive baik first-
differences GMM (FD-GMM atau AB-GMM) dan system GMM (Sys-GMM atau BB-GMM). Studi ini menemukan
fakta pengaruh non-linear dari ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia. Secara khusus,
temuan empiris mengungkapkan hubungan negatif dan secara statistik signifikan antara ketimpangan
pendapatan dengan stabilitas demokrasi di Indonesia untuk sampel 33 provinsi pada periode 2009-2015.
Temuan ini adalah robust antar berbagai level ketimpangan pendapatan dan berbagai pengukuran demokrasi
yang digunakan. Ini artinya untuk memperkuat stabilitas demokrasi politik di Indonesia adalah penting
menurunkan ketimpangan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan. Hasil testing empiris
ini menunjukkan demokrasi politik harus beriringan dengan demokrasi ekonomi.” Oleh karena itu, mewujudkan
demokrasi ekonomi yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik di
Indonesia.

Kata kunci: Ketimpangan, Demokrasi, generalized method of moments (GMM)

PENDAHULUAN

Didalam literatur akar ekonomi dari demokrasi, pembangunan ekonomi berkeadilan telah menjadi topik
riset yang intensif didiskusikan saat ini. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
memerlukan stabilitas demokrasi politik yang berbasis pada demokrasi ekonomi. Ini artinya demokrasi ekonomi
yang tercermin pada penurunan kefimpangan merupakan faktor krusial dalam menciptakan stabilitas demokrasi
politik. Namun, peranan ketimpangan pendapatan sebagai pra kondisi mewujudkan stabilitas demokrasi politik
masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi dan pengambil kebijakan. Perdebatan ini mengundang
pertanyaan, apakah penurunan ketimpangan pendapatan akan mendorong berjalannya demokrasi politk atau
sebaliknya? Bagaimana peran pemerataan ekonomi dalam menentukan stabilitas demokrasi politik?

Perbedaan tingkat kesejahteraan yang tercermin pada ketimpangan pendapatan sering menjadi diskusi
ilmiah dalam membahas perkembangan stabilitas demokrasi [1][2][4]. Perdebatan ini belum menemukan
kesimpulan yang jelas hubungan antara ketimpangan pendapatan dan stabilitas demokrasi [1][4][5]. Selain itu,
kebanyakan publikasi ilmiah menganalisis determinasi demokrasi menggunakan data lintas negara dan relatif
jarang yang mengkaji spesifik sebuah negara [1][6][7].

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar didunia saat ini telah menarik perhatian
para peneli dan akademisi. Sebagai sebuah negara yang kaya budaya, suku, etnik, agama, dan bahasa serta
tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang berbeda membuat keberlangsungan stabilitas demokrasi Indonesia
menjadi penting untuk didiskusikan. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi krusial untuk mengkaji pengaruh
ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan stabilitas demokrasi dengan fokus pada kasus Indonesia.
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Pengukuran level demokrasi provinsi di Indonesia menggunakan indeks demokrasi Indonesia (ID) yang
bersumber dari Indonesian Democracy Index Project [8]. Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan indeks
Gini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik [9]. Selanjutnya, pendapatan riil per kapita (In_yrealcapita)
merupakan gross domestic regional bruto per kapita harga konstan 2010 dalam satuan miliaran rupiah yang
telah di-logarithma natural bersumber dari BPS [9). Sementara itu, literasi (/lliteracy) memanfaatkan data
persentase penduduk 15 ke atas yang melek huruf bersumber dari BPS [9].
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Gambar 1 Plot variasi ketimpangan dan demokrasi

Gambar 1 memperlihatkan plot variasi ketimpangan pendapatan dan tingkat demokrasi lintas provinsi di
Indonesia pada periode 2009-2015. Korelasi variasi antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat demokrasi
(D) Indonesia secara keseluruhan memperlihatkan hubungan yang lemah. Sedangkan variasi ketimpangan
pendapatan terhadap tingkat demokrasi pada provinsi ketimpangan rendah dan tinggi adalah negatif. Plot variasi
ini pada pembahasan berikutnya diuji secara empiris menggunakan spesifikasi model analisis non-linear panel
panel data dinamis.

Spesifikasi Model Ekonometrik

Spesifikasi model empiris yang digunakan dalam studi ini mengacu pada Lipset hypothesis dengan
memfokuskan pada ketimpangan pendapatan [10]. Persamaan non-linear dari efek ketimpangan pendapatan
terhadap demokrasi adalah:

di, =5, +7,+ 7,ined + 7, ineq, "

+X S +V,
dimana idi, adalah indeks demokrasi indonesia, ineq, adalah ketimpangan pendapatan, x;, adalah vektor
variabel kontrol (pendapatan real per capita dan pendidikan) dan v;, adalah independent identically distributed
(ii.d) error term untuk provinsi i (i=1,...,N) padawaktu t (t=1,...,T), 7; adalah efek individu provinsi

i yang mungkin berdampak pada demokrasi tetapi invarian dengan waktu, &, adalah efek waktu.
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Persamaan (1) dapat ditulis kembali dengan memperkenalkan faktor dinamis idi;,, pada sisi kanan
sehingga menjadi:
idiy, =0, +m, +Jidi;, ,+7,ineq, + 7, ineq; 2
+ X B4V,
Dengan order pertama lag (tenggang waktu) variabel dependen idi, , persamaan regresi (2)

merupakan persamaan standar dinamis. Estimasi persamaan (2) memanfaatkan balanced panel data provinsi di
Indonesia yang fersedia dari 2009-2015. Efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi adalah

¥, + 2y, 1neq,, dimana secara linear tergantung pada ketimpangan pendapatan. Pada estimasi persamaan
(2), koefisien yang terpenting yang menjadi fokus kajian adalah y, dan y,. Persamaan (2) menggambarkan
N
2y,
demokrasi meningkat dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, ketika threshold ineq* terlewati,
negatif efek ketimpangan pendapatan menjadi positif.

fungsi kuadratik dengan maksimum ineq =— . Demokrasi dibawah level ineq* mengindikasikan

Data Panel Dinamis

Secara umum model data panel dinamis pada persamaan (1) dan (2) ditandai dengan keberadaan lag
variabel seperti diilustrasikan sebagai berikut:

Vi =0Yiu +Xy B+u, i1=L. N;t=L...,T (3
dmana O adalah skalar, X', merupakan matriks 1x K dan £ adalah matiks K x1. Selanjutnya,

diasumsikan U;, mengikuti model one way error component berikut:

Uy =t +Vy, 4 0iid (0,07 );v, Diid (0,67)  (4)

Jika menggunakan model data panel statis akan memunculkan inkonsistensi dan efisiensi pada FEM
dan REM terkait dengan perlakuan ;. Sementara, dalam data panel dinamis kondisi ini sangat berbeda

disebabkan Y, fungsidari g sehingga Y, , juga fungsidari ;. Karena g fungsidari Uy maka y;
berkorelasi Uy, . Fakta ini membuat penggunaan penduga least square menjadi bias dan inkonsisten dan kondisi

ini juga berlaku jika V; tidak berkorelasi serial.

Kondisi diatas dapat dijelaskan dengan menggunakan model data panel autoregresif (AR(1)) tanpa variabel
eksogen dibawah ini :

Yo =Y+l |0 <Lt=1..T (5)
dengan U, =g +V,, 4 iid (0,0 ),VIt [iid (0 o, ) saling bebas satu sama lain. Penduga fixed
effectdibagi o diberikan oleh
T
ylt (yltl Vi,—l)

5FE == t:%\l (6)

i(y.tl Vis)

i=1 t=1

T A

dengan Y, = ZYn dan Yy, , = - ZyiH . Oleh karena itu, sifat O diperoleh dari mensubstitusikan
=1 i=1

persamaan (5) ke persamaan (6) sehinga
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I N L= ’ (7)

Penduga ini memiliki sifat bias dan inkonsisten untuk N — oo dan T tetap dan tidak memiliki nilai ekspektasi
nol dan tidak konvergen menuju nol bila N — oo . Verbeek [11] menjelaskan kondisi ini sebagai berikut

p"m—ZZ =) (Vi = Vi)

i=1 t=1
a_vz( -1)-T5+6" 20 ®)
- T2 (1_5)2

sehingga untuk T tetap menghasilkan penduga yang inkonsisten.

Untuk mengatasi masalah ini, Arrelano dan Bond [12] menyarankan menggunakan generalized method
of moments (GMM). Prosedur estimasi GMM untuk linear autoregressive adalah first-differences GMM (FD-GMM
atau AB-GMM) dan system GMM (Sys-GMM atau BB-GMM).

First Differences GMM (Diff-GMM)

Untuk menghasilkan estimasi ¢ yang konsisten dengan N — oo dan T tertentu maka dilakukan first-
differences pada persamaan (5) untuk mengeliminasi efek individu (yi) sebagaimana persamaan berikut

Yit_yi,t-l=5(yi,t—1_yi,t—2) (V Vi 1) t=2...T @)

Penggunaan penduga least square untuk mengestimasi persamaan (9) akan menghasilkan & yang
inkonsisten. Untuk itu dilakukan transformasi first difference dengan menggunakan variabel instrumen seperti
dibawah ini:

N
2
Oy = =

_ iz Yit- 2(y.t_1 y.,t_z)

i=1l t=

yl,t—Z (yit - yi,t—l)

—|H
1l M—c

syarat perlu supaya penduga ini konsisten adalah

. 1 N T
pllm(T—_l)ZZ(vn ~Vii1 )i, =0 (11)

i=1 t=2
T

Anderson dan Hsiao [13] mengemukakan penduga persamaan (10) dan juga mengusulkan penduga alternatif
(yi,t_2 - yi,t_3) sebagai instrumen sehingga O dapat ditampilkan sebagai berikut:

ii(yi,t—Z ~VYits )(yit - yi,t—l)

SIV(Z = I t : (12)
(y|,t—2 ~VYits )( Yita— th—z)
| t=
syarat perlu supaya penduga ini konsisten adalah
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. 1 N T
FLETWZZ(V. Vior) (Vi = Yies) =0 (13)

Penduga variabel instrumen kedua (IV (2)) membutuhkan tambahan /ag untuk membentuk

instrumen. Kondisi ini membuat amatan efektif menjadi berkurang (satu periode sampel hilang). Untuk
menyatukan penduga dan menghilangkan kerugian dari pengurangan ukuran sampel maka digunakan metode
momen. Tahap awal metode momen adalah mencatat

S SRR o

plim————— Vie =Vita ) Yieo

N N(T —1).2_1:;( ) (14)
=E[ (Vi ~Vii1) Vi o |O

sebagai kondisi momen. Untuk tahap selanjutnya menggunakan cara yang sama sehingga diperoleh

i=1 t=3 (15)

sebagai kondisi momen. Dalam pendugaan kedua estimator ( IV dan IV (2)) dikenakan kondisi momen

untuk meningkatkan efisiensi [12]. Lebih lanjut Arellano dan Bond [12] mengungkapkan bahwa daftar instrumen
dapat dikembangkan dengan menambah kondisi momen dan membiarkan jumlahnya bervariasi menurutwakiu t
sebagai contoh untuk T =4 maka,

E[ (Vi —Vi1) Yio |=0 , untuk t =2
E[(Vis—Vip) Yiu |=0 dan E[(Viy—Vi,) ¥io |=0 ,untuk t=3

E[(Via=Via) ¥ia | =0, E[(Via —Via) V1o |=0.dan E[(Viy —Vi3) Vi | =0 , untuk t =4

Seluruh kondisi momen dapat dikembangkan ke dalam GMM. Sebagai contoh untuk ukuran sampel
yang lebih umum sebesar T dapat dituliskan dalam bentuk

Via = Vit
Av, = (16)

Vir =Vira

sebagai vektor transformasi error, dan

[yio] 0 0
Zi _ O [yiO + yil] 0 (17)
: : . 0
0 0 0 [Yio"'Yinz]

sebagai matriks instrumen. Setiap baris pada matriks Z; berisi instrumen yang valid untuk setiap periode
sehingga himpunan semua kondisi momen dapat ditulis dalam bentuk ringkas dibawah ini
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E(Z' Av;)=0 (18)
sebagai kondisi untuk 1+2+...+T —1 . Untuk mederivasi penduga GMM, persamaan (18) ditulis sebagai

E[Z(ay -4y, ) ]=0 (19)

Karena jumlah kondisi momen umum melebihi jumlah koefisien yang belum diketahui maka pendugaan o
menggunakan minimisasi kuadrat momen sampel bersesuaian berikut

1y Ly

mm{ﬁzz i(Ayi _Ayi,—l):| WN {NZZ i(Ayi _Ayi,—l):| (20)
i=1 i=l

dimana W, adalah matriks penimbang definit positif simetris. Dengan menurunkan persamaan (20) terhadap o

maka diperoleh penduga GMM sebagai

. Kz“l: Ay, L7, ij (ZN;Z ’ Ayi‘lﬂl
x[(iNzlAy 11Z ]WN (iz [ ﬂ

Sifat penduga GMM pada persamaan (21) tergantung pada pemilihan W, yang konsisten sepanjang W,
definit positif.

Matriks penimbang optimal (optimal weighting matrix) akan memberikan penduga yang paling efisien
dengan menghasilkan matriks kovarian asimtotik terkecil bagi 5AGMM [11]. Untuk itu matriks penimbang harus
memenuhi

plimW, =V [Z' Av] =V [Z AAV, Z] (22

N —

Dalam kasus ftidak ada restriksi pada matriks kovarian V; , matiks penimbang dapat diestmasi

menggunakan first-step consistent estimator bagi & dan mengganti operator ekspektasi dengan rata-rata
sampel, yakni (two step estimator)

i=1

N 1
Vi = [ﬁz Z' NAY Z, } (23)

Dengan AV, merupakan vektor residual yang diperoleh dari first-step consistent estimator.

2 -1 0
-1 2 .0
E[AVAV]=07G =0 L (24)
o -. -. -1
0o -1 2
matriks penimbang optimal ditentukan sebagai (one step estimator)
. 1 -
WP = {_Zz ' Gzi} (25)
N3
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Persamaan (25) tidak mengandung parameter yang fidak diketahui sehingga penduga GMM yang
optimal dapat diestimasi dalam satu langkah dengan mengasumsikan error v, homoskedastis dan tidak memiliki
autokorelasi.

Bila data panel dinamis memiliki variabel eksogen maka persamaan (3) ditulis sebagai
Y =X B+ 5yi,t—l + 44+ (26)

Untuk mengestimasi persamaan (26) dapat menggunakan GMM yang tergantung pada asumsi terhadap
X;, . Jika X;, diasumsikan strictly exogenous (tidak berkorelasi dengan sembarang error V, ) maka akan didapat

E[x,

Is?

AV, |=0, untum setiap s dan t (27)

Kondisi ini membuat X;,,..., X dapat ditambahkan ke daftar instrumen untuk persamaan first difference untuk
setiap periode. Fakta ini membuat jumlah baris Z, menjadi besar. Selanjutnya, menggunakan kondisi momen

E [AXit : Avit] =0, untuk setiap t (28)

dan matriks instrumen dapat ditulis sebagai

[Yior X, ] 0 0 0

o 1 Dol

(29)

0 0 0 [Vigros ir-r s |

Jika X; diasumsikan tidak strictly exogenous tetapi ditentukan sebelumnya dimana X;, dan lag X;
tidak berkorelasi dengan error saat ini maka diperoleh E[X,,Vi;]=0 untuk s>t . Pada kasus ini hanya
X; (_1s---» Xy, insttumen yang valid untuk persamaan first-difference pada periode t. Sehingga kondisi momen
yang dapat digunakan adalah
E[ %AV, [=0; j=1...,t-1 vt (30)

it—j
Dalam prakteknya, kombinasi strictly exogenous dan predetermined dari variabel X dapat terjadi lebih

dari kedua kasus diatas sehingga matriks Z; harus disesuaikan.

System GMM (Sys-GMM)

Metode system GMM berguna untuk mengestimasi system persamaan first differences dan level dimana
instrumen yang digunakan pada level adalah lag first differences dari deret. Untuk menghasilkan penduga yang
efisien pada data panel dinamis ketika T berukuran kecil maka penting memanfaatkan initial conditions [14].
Perimbangkan model autoregresif data panel dinamis tanpa regressor eksogen berikut

Yie = §yi,tfl + 4+ (31)

dmana E(z)=0, E(v,)=0, dan E(zVv,)=0 untuk i=12...,N; t=12...,T. Untuk

menjelaskan kondisi ini, [12] menggunakan T =3, sehingga hanya ada satu kondisi ortogonal yang dihasilkan
oleh E(yilAVis) =0 dimana O tepat teridentifikasi (just identified). Untuk memahami persoalan ini, tahapan

pertama regresi variabel instrumen didapatdari meregresi Ay;, pada Y;; sehingga:

AYi; = (5 =1) Y1 + 44 +V;, (32)

karena E (Y14 ) >0, maka (& —1) akan bias ke atas (upward biased) dengan:
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plim(ﬁ—

c

Y-

dengan C= (5—1)/(1+ 5). Munculnya bias dapat menyebabkan koefisien estimasi dari variabel instrumen

(33)

Yy;; mendekati nol dan nilai statistk-F regresi variabel instrumen tahap pertama konvergen ke ;(12 dengan
parameter non-centrality

u
T =

2
o, +0,C

(crzc

i

2

— 0,dengan 6 —»1

(34)

karena 7 — 0 maka variabel penduga menjadi lemah. Pada kondisi ini menghubungkan bias dengan lemahnya
presisi dari penduga first-difference GMM dengan lemahnya instrumen yang fterlihat dari parameter konsentrasi

T [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merupakan hasil estimasi efek ketimpangan pendapatan demokrasi di Indonesia menggunakan
pendekatan data panel dinamis. Panel data dinamis yang digunakan adalah generalized moment of method
Arrelano-Bond atau First-GMM dan generalized moment of method Blundell-Bond atau Sys-GMM [12][14].

Tabel 1. Hasil Estimasi

. Variabel Dependen: idi . Lo
Variabel Semua Provinsi Ketimpangan rendah Ketimpangan tinggi:
Diff-GMM Sys-GMM Diff-GMM Sys-GMM DifGMM | Sys-GMM
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
Lidi 0.123™ 0.199™ 0.0871™ 0.109™ -0.0397 0.0456
(0.0366) (0.0303) (0.0298) (0.0197) (0.0868) (0.0882)
Ineq -158.0™ -143.3" -210.3" -79.60° -328.3" -323.5"
(26.61) (43.12) (85.25) (46.61) (131.2) (126.1)
Ineg-sq 2106 226.8™ 282.2™ 79.96 4641 409.1™
(38.51) (67.86) (108.3) (55.67) (212.3) (153.3)
Literacy 1.867** 0.551™ 2.835™ 1.659™ 0.632™ 0.686™
(0.310) (0.124) (0.433) (0.129) (0.234) (0.0884)
In-yrealcapita 4.776™ 11.55™ -9.239 -3.219™ 32.91™ 13.82™
(3.207) (1,139) (4.741) (1.234) (7.270) (2.215)
Constant -1356.9 -93.98™ -7785" -46.23" -269.9™ -76.08"
(10.83) (1145) (35.33) (20.35) (79.85) (35.87)
Saragan test 0.54 0.91 0.86 0.99 0.99 1.00
AR (1) test 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.04
AR (2) test 0.08 0.13 0.02 0.02 0.88 0.33
Observation 165 198 104 130 61 68
Provinces 33 33 25 28 18 19
Catatan:

Variabel dependen adalah indeks demokrasi Indonesia. Kolom (1), (3) dan (5) menampilkan hasil ketika
mengaplikasikan panel GMM estimator yang didiskusikan Arellano and Bond (1991). Selanjutnya, kolom (2), (4)
dan (6) memperlihatkan hasil ketika mengamplikasikan GMM estimator yang didiskusikan Arellano and Bover
(1995). Provinsi dengan label ketimpangan tinggi (Keyimpangan rendah) jika tingkat keimpangannya diatas atau
sama (dibawah) 0.40 poin dari tingkat keimpangan nasional. Periode sampel adalah 2009-2015. Unfuk semua
kasus, standart errors didalam tanda kurung “p<0.01, ™ p<0.1

Penggunaan Diff-GMM atau first difference GMM menghilangkan efek spesifik dari provinsi yang tidak
mengalami perubahan terhadap waktu dan memunculkan variabel dependen sebagai instrumen dengan
tenggang waktu (/ag) 1 unitatau lebih. Penerapan Diff-GMM di kolom (1), (3) dan (5) dan Sys-GMM di kolom (2),
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(4) dan (6) dapat menghasilkan estimasi yang konsisten dan efisien yang terungkap dari mengecilnya standar
errors. Baik pada estimasi Diff-GMM di kolom (1), (3) dan (5) maupun system GMM atau Sys-GMM di kolom (2),
(4) dan (6) tidak terdapat persoalan otokorelasi yang ditunjukkan oleh AR(2) test dan variabel instrumen tidak
berkorelasi dengan error term yang terlihat dari hasil sargan test. Penggunaan Sys-GMM telah dapat mengatasi
masalah downward bias yang mungkin muncul pada penggunaan Diff-GMM. Penggunaan Sys-GMM fidak
menghilangkan unobserved individual specific effect sehingga berkorelasi dengan variabel dependen, tetapi
asumsi Sys-GMM mensyaratkan first difference dependen variabel tidak berkorelasi dengan unobserved
individual specific effect telah memungkinkan lagged first difference digunakan pada persamaan level. Hasil
estimasi menggunakan Sys-GMM di kolom (2), (4) dan (6) telah dapat menurunkan standard error sebagian
besar variabel eksogen dan terbebas dari persoalan otokorelasi pada level 5%.

Temuan estimasi Diff-GMM dan Sys-GMM pada kolom (1) dan (2) memperlihatkan konsistensi arah
koefisien ketimpangan dalam mempengaruhi stabilitas demokrasi Indonesia. Secara statistk memperlihatkan
efek non-linear dari ketimpangan pendapatan terhadap stabilitas demokrasi dan signifikan pada le vel 5%. Untuk
menguji sensitivitas temuan empiris non-linear maka diperimbangkan spesifikasi alternatif pada kolom (3)-(4).
Secara umum, efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi adalah negatif. Temuan ini konsisten dengan
arah koefisien ketmpangan pendapatan dalam mempengaruhi demokrasi Indonesia pada kolom (1) dan (2).
Hasil ini merupakan temuan dari hipotesis akar ekonomi dari demokrasi antar tingkat ketimpangan yang berbeda.

Model non-linear yang digunakan dalam penelitian ini menemukan bahwa dibawah level ketimpangan
pendapatan ftertentu, penurunan tingkat ketimpangan pendapatan mendorong peningkatan stabilitas demokrasi.
Namun, ketika threshold ketimpangan pendapatan terlewati, negatif efek ketimpangan pendapatan menjadi
positif. Temuan ini mengkonfirmasi hipotesis Lipset [10][15]. Namun berlawanan dengan prediksi hubungan
ketmpangan pendapatan dengan demokrasi membentuk inverted U-shaped [16]. Efek negatif ketimpangan
ekonomi terhadap demokrasi terjadi pada konsilidasi demokrasi dan setelah itu ketimpangan akan berdampak
positif demokrasi atau disebut masa pasca-material demokrasi [5]. Pada masa pasca-material demokrasi,
redistribusi menjadi kurang penting dibandingkan dengan isu lingkungan, hak asasi manusia dan keadilan sosial
global [17].

Hasil estimasi diatas mengimplikasikan bahwa untuk memperkuat demokrasi politik di Indonesia adalah
krusial memperhatikan pemerataan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan serta antar
provinsi di Indonesia. Ini bermakna bahwa mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan merata
menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik di Indonesia [18]. Tidak hanya itu, peningkatan
kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai subjek sekaligus objek demokrasi ekonomi dan poliik menjadi
faktor esensial pula untuk menjadi perhatian. Temuan ini ditandai dengan konsistensi positif efek pendidikan
(literacy) terhadap demokrasi. Demokrasi politik di Indonesia akan dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi
ekonomi yang didukung oleh pembangunan sumberdaya manusia yang makin berkualitas, merata dan
berkeadilan.
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Tabel 2. Robustness Checks

Semua Provinsi Ketimpangan rendah Ketimpangan tinggi
Diff- GMM Sys-GMM Diff- GMM Sys-GMM Diff- GMM Sys-GMM
(1) (2) @) 4) (%) (6)
Vriabel dependen adalah political rights sebagai pengukuran demokrasi
L.pr 0.447 0.650*** 0.430** 0.531*** 0.269*** 0.538***
(0.0329) (0.0154) (0.0230) (0.0223) (0.0548) (0.0392)
ineq -200.1 32.64 -182.5** 237.2** -966.0*** -766.9***
(65.73) (55.45) (75.21) (115.9) (262.1) (249.9)
Ineg-sq 243.4 31.38 248.6* -318.2*** 1.204**** 1.039***
(95.77) (65.77) (102.8) (123.4) (401.3) (362.7)
literacy 5.444 1.440** 7.628** 3.635"** 1.892*** 1.619
(0.272) (0.197) (0.252) (0.166) (0.464) (1.025)
In- 2.764 14.37*** -35.63*** -1.743*** 51.39** 4459
yrealcapita (5.310) (1.696) (3.726) (2.769) (17.95) (7.616)
Constant -469.3 -279.3** -296.0*** -284.0*** -492.5%* -30.38
(33.77) (21.45) (39.53) (26.79) (181.3) (56.16)
Sangan test | 0.60 0.92 0.94 0.99 0.99 1.00
AR (1) test 0.00 0.00 0.03 0.01 0.14 0.03
AR (2) test 0.23 0.85 0.12 0.09 0.72 0.26
Observations | 1.65 1.98 104 130 61 68
Number of id | 33 33 25 28 18 19
Variabel Dependen adalah civil freed freedom sebagai pengukuran demokrasi
L.cf 0.51*** 0.390™ 0.0834™ 0.450™ -0.0727 0.0443
(0.0293) (0.0413) (0.0270) (0.0245) (0.0573) (0.0666)
ineq -84.01° -96.31 -148.0" -86.00 39.64 223.8*
(46.10) (84.50) (75.29) (97.52) (56.44) (130.0)
Ineg-sq 145.2" 129.9 210.8 121.3 -101.2 -324.5*
(62.57) (117.0) (109.3) (132.2) (66.84) (169.2)
literacy 0.510° -0.190™ 0.269 0.810*** 0.106 -0.234**
(0.263) (0.0395) (0.394) (0.204) (0.164) (0.115)
In- -26.13™" 5157 -39.83™ -6.750*** 4716 6.181**
yrealcapita (3.725) (1.464) (4.206) (1.735) (2.249) (2.284)
Constant 300.2" 138.9™ 480.2 50.52*** 36.05* 2.991
(26.15) (20.18) (30.00) (17.02) (19.70) (42.57)
Sangan test | 0.63 0.94 0.97 0.99 0.99 1.00
AR (1) test 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04
AR (2) test 0.18 0.31 0.19 0.35 0.81 0.76
Observations | 165 1.98 104 130 61 68
Number of id | 33 33 25 25 18 19
Catatan :

Standarterrors didalam kurung
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengujian sensitivitas juga dilakukan dengan mengksplorasi robustness pengukuran demokrasi pada
Tabel 2. Pengujian empiris dilakukan secara terpisah berdasarkan metode estimasi Diff-GMM dan Sys-GMM
untuk alternatif pengukuran demokrasi, yakni hak-hak politk dan kebebasan sipil. Secara umum, efek
ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi yang tercermin dari hak-hak politk dan kebebasan sipil adalah
negatif. Temuan ini mengkonfirmasi konsistensi arah koefisien ketimpangan pendapatan dalam mempengaruhi
demokrasi Indonesia.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini telah mengestimasi efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian
menggunakan analisis non-linear panel data dinamis terhadap data tahunan periode 2009-2015 untuk 33 provinsi
di Indonesia. Hasil estimasi memperlihatkan ketmpangan pendapatan berpengaruh negatif pada demokrasi
Indonesia dan mengikuti pola U-shaped. Fakta ini dipertajam oleh hasil robustness checks menggunakan
variabel hak-hak politk dan kebebasan sipil sebagai pengukuran demokrasi. Hasil robustness checks
menemukan konsistensi kontribusi negatif signifikan ketmpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia.

Akhirnya, untuk memperkuat stabilitas demokrasi politik di Indonesia adalah penting menurunkan
ketimpangan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan. Ini artinya mewujudkan demokrasi
ekonomi yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi poliik. Demokrasi politik di
Indonesia hanya dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
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